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PUTUSAN
Nomor 563 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG
memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus
sebagai berikut dalam perkara:
MENTERI PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN
TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan
di  Komplek Perkantoran Kementerian Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Jalan Jenderal Sudirman,
Senayan, Jakarta Pusat, 10270;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dian Wahyuni, S.H., Ed.,
dan kawan-kawan, para Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan
Teknologi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
48486/MK.A/HK.10/2022, tanggal 21 Juli 2022;
Pemohon Kasasi;
Lawan
1. UNIVERSITAS FORT DE KOCK, beralamat di
Jalan Soekarno Hatta, Mandiangin Koto Senayan,
Bukittinggi, Sumatera Barat;
2. ASOSIASI PERGURUAN TINGGI SWASTA
INDONESIA  (“APTISI”), bealamat di Jalan Kamal
Raya Outer Ring Road, Komplek Rukan Malibu
Blok I, Nomor 75, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI
Jakarta;
3. PERKUMPULAN PERGURUAN TINGGI SWASTA
KESEHATAN INDONESIA, beralamat di Jalan
Cimincrang Nomor 4, Cimincrang, Gede Bage,
Bandung, Jawa Barat;
Para Termohon Kasasi;
Mahkamah Agung tersebut;
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Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PENUNDAAN:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan Para Penggugat;

2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Menteri
Pendidikan, Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor
62/P/2022 tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji
Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan selama pemeriksaan ini
berlangsung sampai dengan adanya putusan pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022
tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Bidang Kesehatan;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62/P/2022
tanggal 11 Februari 2022 Tentang Komite Nasional Uji Kompetensi
Mahasiswa Bidang Kesehatan;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara
a quo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan
eksepsi sebagai berikut;

- Kompetensi Absolut;

- Eksepsi Diskualifikasi (Gemis Aanhoedanigheid);

- Eksepsi Koneksitas (Connexiteit Exceptie);

- Gugatan Kurang Pihak;
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Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata
Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 185/G/2022/PTUN-Jkt.,
tanggal 22 November 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut
dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan
Putusan Nomor 133/B/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 11 Juli 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada
Pemohon Kasasi pada tanggal 13 Juli 2023, kemudian terhadapnya oleh
Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18
Juli 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat
alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jakarta tersebut pada tanggal 31 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-
alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam
undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada
tanggal 31 Juli 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan
ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor 133/B/2012/PT.TUN.JKT, Tanggal 11 Juli 2023 juncto Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 185/G/2022/PTUN-JKT,
Tanggal 10 November 2022;

Mengadili sendiri:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini sepenuhnya
menjadi tanggungan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon
Kasasi tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut
Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan,
putusan Judex Facti sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam

penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:
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Bahwa Komite Nasional Uji Kompetensi dibentuk oleh Tergugat
(Pemohon Kasasi) sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa a quo
telah menjadi pelaksana uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan, mulai
dari perencanaan, ujian, hingga pengawasannya, hal ini bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur bahwa
pelaksana uji kompetensi tersebut seharusnya adalah Perguruan Tinggi
bekerjasama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga
sertifikasi yang terakreditasi, oleh karenanya objek sengketa a quo
bertentangan dengan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (1), (2) dan (3)
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 44 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dan Pasal 21 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
dan juga bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik
yaitu kepastian hukum yang menghendaki agar Tergugat dalam menerbitkan
Objek Sengketa mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan,
kepatutan, keajegan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,
putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum
dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus
ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar
biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-
undangan lain yang terkait;

MENGADILI:
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1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MENTERI
PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI REPUBLIK
INDONESIA;

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat
kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023, oleh H. Is Sudaryono, S.H.,

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai

Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,

M.H., dan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung

sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada

hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota
tersebut, dan Andi Nur Insaniyah, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri
oleh para pihak.

Anggota Majelis: Ketua Majelis,
ttd/. ttd/.
Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H. H. Is Sudaryono, S.H., M.H.
ttd/.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd/.
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Andi Nur Insaniyah, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00

2. Redaksi Rp 10.000,00

3. Administrasi kasasi Rp 480.000,00
Jumlah Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RL.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, SH., M.Hum.
NIP. 19610514 198612 1 001
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